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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di 
Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk menge-
tahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di 
Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan doku-
mentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpi-
kir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam pro-
sedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak 
di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian 
kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan 
tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kan-
tor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga 
Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas 
penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama 
dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya 
transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemu-
kan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Rele-
vansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wi-
layah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika pro-
sedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai. 
Kata kunci: Kepastian Hukum, Sidang Keliling, Pengadilan Agama. 
 
Abstract 
This study aimstodetermine the differences in procedures for the settlement of divorce cases in the Arga 
Makmur Religious Court and through the circuit court in Mukomuko District, and to find out the application 
of legal certainty and effectiveness in the trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko District in 
the view of positive law and Islamic law. This type of research is field research with a normative juridical 
approach. Data collection techniques are interviews and documentation. While the data analysis technique 
that is used is an inductive thinking framework, namely the way of thinking by drawing conclusions from 
specific data. The results of this study are: 1) Differences in procedures for the settlement of divorce cases 
in the Arga Makmur Religious Court and through the mobile court in Mukomuko District, namely in the 
procedure for implementing the circuit court settlement of cases heard at the village hall in the applicant's 
area, while in terms of cost and time the trial did not find a difference and the settlement of divorce cases 
through trials in general at the court office; 2) The application of legal certainty and the effectiveness of 
the circuit trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko Regency in the view of positive law and 
Islamic law is the effectiveness of the settlement of divorce cases through the circuit court system by the 
Arga Makmur Religious Court in its efforts to help the poor to be effective only in terms of travel time and 
transportation costs alone, for implementation procedures and others remain the same no differences are 
found such as settlement of divorce cases through trials in general at the court office. The relevance of the 
policy system for resolving divorce cases in Indonesia is that the circuit courts in the context of divorce 
cases are not appropriate, because basically divorce is prohibited. And if the divorce procedure is facili-
tated, more people in Indonesia will divorce. 
Keywords: Legal Certainty, Mobile Courts, Religious Court. 
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Pendahuluan  
Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan 
Agama yang berwenang untuk memeriksa, menga-
dili, memutus dan menyelesaikan perkara antara 
orang-orang yang beragama Islam sebagaimana 
dimaksud  Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor  
48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasan Kehakiman. Me-
nurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beraga-
ma Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hi-
bah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 
syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama 
tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadi-
li, memutus dan menyelesaikan perkara perkawi-
nan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum 
acara yang berlaku menurut Undang-undang No-
mor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara 
perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam ling-
kungan peradilan umum. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1Tahun 
1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjut-
nya ditulis UU No. 1 Tahun 1974), Perkawinan memi-
liki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak 
setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. 
Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan ka-
dang kala tidak berlangsung lama dalam arti per-
kawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan 
dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 
perceraian walaupun sebelum menikah pasangan 
suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian da-
lam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan 
sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh 
agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling 
dibenci Allah adalah thalaq.  
Di negara Indonesia perceraian diatur oleh UU 
No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 bahwaperceraian 
hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama 
bagi mereka yang beragama Islam sedangkan diluar 
agama Islam menjadi kewenangan Peradilan 
Umum.  Secara umum mengenai putusnya hubun-
gan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 membagi 
sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (ti-
ga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 38 yakni : a) karena kematian salah satu 
pihak; b) perceraian; dan c) putusan pengadilan. 
Sebagai lembaga publik di era reformasi biro-
krasi, Mahkamah  Agung dan badan peradilan di-
bawahnya terutama Pengadilan Agama, khususnya 
Pengadilan Agama Arga Makmur dituntut untuk 
mengubah pola pikir, sikap, budaya dan perilaku 
(mind set dan culture set) untuk memanfaatkan 
segala kewenangan yang dimilikinya secara optimal 
untuk memberikan pelayanan yang prima bagi ma-
syarakat khususnya para pencari keadilan. Salah 
satu wujud untuk menciptakan pelayanan yang 
baik, benar dan tepat dalam rangka Access to Jus-
tice itu adalah dengan dilaksanakannya sidang kelil-
ing. 
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang di-
laksanakan di luar gedung pengadilan yang laya-
nannya terutama ditujukan bagi warga negara yang 
mengalami hambatan geografis dan ekonomis un-
tuk datang ke kantor pengadilan karena alasan ja-
rak, transportasi dan biaya.   Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Ten-
tang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 
5 menyebutkan bahwa sidang di luar gedung pen-
gadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara 
tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh  Pengadilan 
di suatu tempat yangada di dalam wilayah hukum-
nya tetapi di  luartempat kedudukangedungPenga-
dilandalambentuksidang kelilingatau sidangdi tem-
pat sidang tetap. Sasaran sidang keliling adalah ma-
syarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kota 
atau yang memerlukan waktu dan biaya untuk 
mencapai gedung Pengadilan. Pelaksanaan sidang 
keliling tersebut sejalan dengan prinsip Islam seba-
gaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2 : 
185, sebagai berikut yang artinya :  
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu”.  
 
Landasan pelaksanaan sidang keliling adalah 
UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa 
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per-
lindungan dan kepastian hukum yang adil serta per-
lakukan yang sama dihadapan hukum. Sejalan den-
gan amanat UUD 1945 tersebut Mahkamah Agung 
mengeluarkan beberapa peraturan tentang sidang 
keliling antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B 
untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua 
yang terdiri dari 5 pasal. Peraturan lainnya adalah 
Keputusan Ketua Muda urusan Lingkungan Peradi-
lan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 
04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/II/2011 ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 
2010. Kemudian tahun 2013 dikeluarkan Surat Kepu-
tusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik In-
donesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 
Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman 
Sidang Keliling di lingkungan Peradilan Agama. 
Yang terakhir Pasal 42Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
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Pengadilan, yang menyatakan SEMA No. 10 Tahun 
2010 tidak berlaku lagi. Namun dari semua pedo-
man pelaksanaan sidang keliling tersebut belum 
ada yang mengatur hukum acara sidang keliling 
secara khusus, penyelesaian perkara dilaksanakan 
dengan hukum acara seperti pada sidang di gedung 
Pengadilan. 
Adapun tujuan sidang keliling dimaksudkan un-
tuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang 
ingin berpekara di Pengadilan Agama, namun impli-
kasi sidang keliling secara tidak langsung menam-
bah angka perceraian karena masyarakat berang-
gapan penyelesaian perkara semakin dipermudah, 
padahal maksud diadakannya sidang keliling tidak-
lah demikian. Menurut Wahyu Widiana, sidang kelil-
ing ditujukan untuk memberikan kepastian hukum 
kepada masyarakat dibidang hukum keluarga baik 
status pernikahan, perceraian maupun status anak.  
Rangkaian kegiatan sidang keliling yang diada-
kan Pengadilan Agama Arga Makmur bukan hanya 
bersidang, tetapi juga menerima perkara bagi para 
pencari keadilan yang ingin berperkara dapat men-
daftar kepada petugas yang ditunjuk pada sidang 
keliling tersebut. Secara teori menerima perkara 
pada sidang keliling sepertinya mengabaikan azas 
hukum acara di pengadilan, karena dalam meneri-
ma perkara pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadi-
lan menunggu perkara dari masyarakat dan masya-
rakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk 
berperkara. Sedangkan secara praktek menerima 
perkara pada sidang keliling adalah salah satu usaha 
pengadilan dalam memberi pelayanan kepada ma-
syarakat dalam rangka untuk mempermudah ma-
syarakat itu sendiri ke Pengadilan. Namun pada 
kenyataannya masih banyak masyarakat yang men-
galami kesulitan datang ke pengadilan, padahal 
mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum 
dan keadilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ken-
dala kondisi geografis, transportasi, sosial maupun 
ekonomi terutama di Kabupaten Mukomuko seba-




1. Bagaimana perbedaan tata cara prosedur pe-
nyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian 
perkara perceraian melalui sidang keliling di Ka-
bupaten Mukomuko? 
2. Bagaimana penerapan kepastian hukum dan 
efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadi-
lan Agama Arga Makmur di Kabupaten Muko-
muko dalam pandangan hukum positif dan hu-
kum Islam ? 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui perbedaan tata cara prose-
dur penyelesaian perkara perceraian di Pengadi-
lan Agama Argamakmur dan prosedur penyele-
saian perkara perceraian melalui sidang keliling 
di Kabupaten Mukomuko. 
2. Untuk mengetahui penerapan kepastian hukum 
dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pen-
gadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mu-




Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi.  Jenis penelitian ini adalah 
penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengeta-
hui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidu-
pan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris 
adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta 
sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan 
pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan 
fakta-fakta sosial/fakta hukum, menggunakan hipo-
tesis untuk diuji, menggunakan instrumen peneli-
tian (wawancara, kuesioner) dan analisisnya kuali-
tatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. Serta 
bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi 
oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak 
boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian 
pribadi dari peneliti. 
 
Pembahasan 
Perbedaan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Perka-
ra Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur 
dan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian 
Melalui Sidang Keliling di Kabupaten Mukomuko 
1.  Prosedur pelaksanaan 
Dalam hal prosedur pelaksanaan sidang keliling 
sebenarnya tidak ada perbedaan dengan prosedur 
pelaksanaan perceraian pada sidang umumnya, 
namun pada prosedur penyelesaian perkara pada 
sidang keliling prosedur penyelesaian perkara terli-
hat lebih diminimalkan dan dipercepat dengan me-
nimbang dan memperhatikan biaya operasional dan 
waktu. Lokasi pelaksanaan biasanya jauh dari Pen-
gadilan Agama Arga Makmur dengan dipusatkan di 
kantor Camat Ipuh, sebagaimana hasil wawancara 
dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur 
berikut ini : 
“Kalau sidang keliling itu, sidang yang bukan di 
tempat yang disediakan pengadilan yaitu di ruang 
sidang pengadilan yang ada dan sidang dilaksana-
kan di tempat tertentu, ini merespon dari masyara-
kat kita yang sangat membutuhkan dan jauh dari 
pengadilan, dan ini sesuai petunjuk dari Mahkamah 
Agung dan ada alokasi anggarannya untuk trans-
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portasi bagi petugasnya. Sehingga dengan pertim-
bangan biaya opersional dan waktu maka penyele-
saian perkara sidang keliling dapat lebih dioptimal-
kanpenyelesaiannya. Masyarakat tetap mendaftar-
kan perkara perceraiannya di Kantor Pengadilan 
Arga Makmur kemudian sidangnya di Kantor Camat 
Ipuh.Sebenarnya penyelesaian perkara perceraian 
dalam sidang keliling ini kurang sesuai, sebab hakim 
tidak bisa memeriksa lebih maksimal di persidangan 
sehingga terkesan perkara diputus dengan tergesa-
gesa, padahal tidak demikian”. 
2.  Perkara 
Perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga 
Makmur cukup tinggi jumlahnya dari tahun ke ta-
hun. Namun, dalam hal perkara perceraian yang 
dilaksanakan melalui sidang keliling tidak begitu 
banyak jumlahnya, mengingat sidang keliling ini 
kurang sesuai dalam hal penyelesaian perkara per-
ceraian. Ketua Majelis dalam sidang keliling ini 
mengakui bahwa perkara perceraian yang ditangani 
melalui sidang keliling di Kantor Camat Kecamatan 
Ipuh jumlahnya sedikit. Berikut hasil wawanca-
ranya: 
“Angka perceraian di Pengadilan Agama Arga 
Makmur meningkat dari tahun ke tahun. Untuk pe-
laksanaan penyelesaian perkara melalui sidang kelil-
ing sebanyak 23 perkara saja dan didominasi oleh 
perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai 
talak. Sebenarnya dalam melaksanakan perceraian 
melalui sidang keliling kurang pas karena tidak 
mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk ber-
cerai, tapi tetap kita laksanakan dan jika masyarakat 
yang ingin mendaftarkan perkara dapat diterima, 
namun sidangnya belum tentu dilaksanakan di Mu-
komuko.Demikian juga untuk pemeriksaan perkara 
dalam pelaksanaan sidang keliling ini dirasa kurang 
maksimal, karena terbatasnya waktu ”.  
3. Waktu 
Waktu yang diperlukan dalam menangani kasus 
perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur bi-
asanya memakan waktu cukup lama, dari awal pen-
daftaran hingga putusan dibacakan. Akan tetapi 
mengenai cepat atau lambatnya penyelesaian per-
kara disesuaikan dari bobot persengketaannya itu 
juga berlaku pada penyelesaian perkara melalui 
sidang keliling. Hakim Ketua Majelis dalam sidang 
keliling di Kecamatan Ipuh menjelaskan bahwa per-
kara yang ditanganinya cepat selesai karena salah 
satu pihak tidak hadir atau diputus secara verstek. 
Sebagaimana hasil wawancara berikut ini: 
“Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan 
dalam menyelesaikan perkara perceraian itu pada 
umumnya tergantung dari bobot persengketaan-
nya. Untuk waktunya sendiri tidak tentu, jika kedua 
belah pihak hadir  maka akan diupayakan dulu me-
diasi, biasanya sidang ditunda dan sidang selanjut-
nya dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Mak-
mur. Apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggu-
gat/Pemohon hadir sedangkan Tergugat/Termohon 
tidak hadir sedangkan telah disampaikan panggilan 
sidang kepadanya, maka perkara dapat diputus 
secara verstek jika memenuhi syarat serta bukti-
bukti yang cukup. Maka waktu penyelesaian perka-
ra dapat diselesaikan lebih cepat dan bisa hanya 
satu kali sidang”.  
“Perkara perceraian pada sidang keliling bisanya 
lebih cepat diselesaikan/diputus jika para pihak da-
lam hal ini Tergugat/Termohon yang telah dipanggil 
secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan 
diikuti dengan bukti-bukti yang cukup, maka perka-
ra akan diputus pada hari itu juga sesuai dengan 
azas hukum perkara cepat. ”.  
4. Biaya 
Panjar biaya perkara perceraian telah ditentukan 
oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius tempat 
tinggal pemohon/penggugat dan termo-
hon/tergugat. Dalam berperkara para pihak berper-
kara tidak hanya membayar biaya perkara saja me-
lainkan banyak hal yang harus dikeluarkan, seperti 
biaya transportasi, saksi dan lain-lain. Namun, den-
gan adanya sidang keliling ini sangat membantu 
mengurangi panjar biaya tersebut. Berikut penutu-
ran Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur terkait 
panjar biaya perkara sebagai berikut: 
“Sangat membantu sekali bagi masyarakat yang 
tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, terutama 
biaya transportasi menuju kantor pengadilan itu 
sendiri. Bahkan bisa dikatakan biaya transportasi 
menuju kantor pengadilan lebih besar dari biaya 
panjar perkaranya itu sendiri. Seperti halnya masya-
rakat yang tinggal di Kecamatan Lubuk Pinang, bi-
aya transportasi menuju kantor pengadilan tidak 
cukup Rp. 100.000,- belum lagi jika harus membawa 
saksi, nah ini sangat membebani mereka. Dengan 
adanya sidang keliling ini sangat efektif dari segi 
biaya, karena sangat membantu masyarakat yang 
ekonominya masih di bawah rata-rata atau dengan 
kata lain dapat mengurangi sedikit beban biaya 
pencari keadilan dalam berpekara”.  
 
Penerapan Kepastian Hukum dan Efektivitas Pe-
laksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga 
Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandan-
gan Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pe-
laksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ar-
ga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam 
Pandangan Hukum Positif  
Pada dasarnya pengertian efektifitas yang 
umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, 
sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian 
efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di 
antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil 
yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pa-
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da bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu 
dengan membandingkan antara input dan output-
nya. Efektifitas (hasil guna) diletakkan pada efek-
nya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengor-
banan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil 
tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), peneka-
nannya di samping pada hasil yang ingin dicapai 
juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil 
tersebut perlu diperhitungkan. Jadi, terdapat per-
bedaan antara efektifitas dan efisiensi. Perbedaan 
dari efektifitas dan efisiensi yaitu efektifitas mene-
kankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian 
tujuan, sedangan efisiensi cenderung pada peng-
gunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai-
kan di atas, untuk mengetahui efektifitas penyele-
saian perkara perceraian melalui sistem sidang kelil-
ing di Pengadilan Agama Arga Makmur, penulis 
mengukurnya pada 4 (empat) aspek yang berbeda, 
diantaranya aspek prosedur pelaksanaan, perkara, 
waktu, dan biaya. Untuk menguraikan 4 (empat) 
aspek objek sasaran tersebut, penulis membahas-
nya secara berurutan. 
a. Prosedur pelaksanaan 
Mengenai cara penyelesaian perceraian, telah 
diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang No-
mor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompi-
lasi Hukum Islam Pasal 129-131. Sebagaimana bunyi 
dari pasal di atas, bahwa perceraian hanya terjadi 
dengan sah jika gugatan dan permohonannya di-
ajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama 
Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri. 
Tata cara perceraian di pengadilan pun dilakukan 
secara berurutan, antara lain: 1) sidang pertama; 2) 
proses perdamaian; 3) perubahan atau pencabutan 
gugatan; 4) pembacaan gugatan; 5) jawaban tergu-
gat; 6) putusan sela; 7) replik pemohon/penggugat; 
8) duplik termohon/tergugat; 9) pembuktian; 10) 
konklusi/kesimpulan para pihak; 11) tahap putusan 
hakim; 12) penawaran upaya hukum, dan 13) ekse-
kusi.  
Jika hal tersebut di atas dikategorikan dalam ka-
tegori efektifitas, maka prosedur pelaksanaan pe-
nyelesaian perkara perceraian melalui sidang kelil-
ing ini bersifat aktif, dalam artian ditemukan adanya 
suatu perubahan yang dinamis untuk menimbulkan 
aturan baru dalam pelaksanaannya walaupun me-
nyalahi hukum acara. Sedangkan sesuatu dikatakan 
efektif jika usaha atau kegiatan tersebut dapat 
dan/atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah dite-
tapkan. Tetapi, dalam kenyataannya prosedur per-
sidangan dan administrasi sidang keliling yang telah 
berlangsung di Pengadilan Agama Arga Makmur 
memang menunjukkan suatu upaya baru, namun 
aturan-aturan tersebut tidak tertulis secara nyata 
dan hanya menjadi aturan dalam lingkup Pengadi-
lan Agama Arga Makmur saja tidak tertulis secara 
jelas dalam suatu perturan yang dibuat oleh lemba-
ga yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia. 
b. Perkara 
Aspek kedua adalah mengenai perkara yang di-
terima. Berdasarkan hasil wawancara dengan in-
forman diketahui bahwa Pengadilan Agama Arga 
Makmur menangani hampir 800 lebih perkara per-
ceraian setiap tahunnya. Padahal Pengadilan Aga-
ma Arga Makmur telah melakukan beberapa upaya 
untuk menekan angka perceraian yang terus me-
ningkat dan selalu memberikan pelayanan terbaik 
bagi penggunanya. Bahkan dari sekian banyak per-
kara perceraian yang diterima, pemo-
hon/penggugatnya berasal dari daerah-daerah yang 
jauh dari Pengadilan Agama setempat, sehingga 
menyulitkan mereka untuk datang ke kantor pen-
gadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 10 Tahun 
2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pengadi-
lan Agama Arga Makmur melaksanakan sidang kelil-
ing guna membantu masyarakat yang tinggalnya 
jauh dari kantor pengadilan. 
Berdasarkan hasil wawancara, secara umum pa-
ra informan mengakui bahwa perkara yang ditan-
gani melalui sidang keliling ini jumlahnya masih se-
dikit sehingga mempercepat proses pelaksanaan 
persidangan. Dalam kaitannya dengan kategori 
efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui 
sidang keliling dalam perihal jumlah perkaranya, 
penulis mengkategorikannya sebagai responless 
atau kurangnya respon dari masyarakat untuk 
mengikuti sidang keliling perkara perceraian. Akan 
tetapi, salah seorang informan mengatakan sebe-
narnya untuk sidang keliling perkara perceraian 
kurang sesuai karena pengadilan tidak mungkin 
mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai kare-
na adanya sidang keliling, akan tetapi agenda ini 
tetap dilaksanakan untuk membantu dan merin-
gankan beban masyarakat khususnya mereka yang 
tinggalnya jauh dari kantor pengadilan. 
Suatu kegiatan dikatakan efektif jika banyak 
mendapatkan respon dari penggunanya. Semakin 
banyak respon yang diterima, semakin baik pula 
kegiatan tersebut, begitu pula sebaliknya semakin 
sedikit respon yang diterima, maka semakin kurang 
diminati kegiatan tersebut. Ini terjadi dalam pelak-
sanaan sidang keliling di Kecamatan Ipuh. Walau-
pun salah satu Hakim Pengadilan Agama Arga 
Makmur mengatakan sidang keliling kurang sesuai 
untuk perkara perceraian, untuk kategori efektifi-
tas, penulis menilainya sebagai responlies yakni 
kurang mendapat respon. 
c. Waktu 
Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu me-
nyelesaikan tugas atau perkara, proses sidang per-
ceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permoho-
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nan perceraian sudah didaftarkan dan diregister 
oleh Panitera di pengadilan yang berwenang men-
gadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait akan 
menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk me-
nyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan 
jadwal sidang pertama dan gugatan permohonan 
tersebut. 
Secara umum, para Hakim Pengadilan Agama 
Arga Makmur yang berhasil diwawancarai menga-
takan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam 
memutus perkara perceraian disesuaikan dengan 
bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi 
syarat dan rukun perceraian maka perceraian akan 
cepat diselesaikan, begitu pula sebaliknya salah 
satu hakim mengatakan lebih rinci, yaitu idealnya 
satu perkara perceraian diselesaikan dalam tiga kali 
sidang. Dalam hal ini penulis mengkategorikannya 
sebagai inovatif transformatif, karena keadaannya 
tidak tetap dan akan mengalami perubahan sesuai 
dengan kondisi yang dihadapi. Transformatif di sini 
diartikan tak tetap, berubah-ubah bentuknya. 
Karena dalam pelaksanaannya, sidang keliling 
merupakan inovasi baru yang diberikan Pengadilan 
Agama Arga Makmur kepada warganya dalam me-
nyelesaikan perkara dan dapat memberikan kontri-
busi serta manfaat bagi warga sekitarnya.Dalam hal 
ini apabila penulis mengkaitkannya dengan suatu 
program pelatihan, pada umumnya suatu program 
pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan 
itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 
dan peserta. Manfaat bagi peserta pelatihan dapat 
mencakup pembelajaran, keahlian dan perilaku ba-
ru, sedangkan manfaat bagi perusahaan dapat 
mencakup peningkatan penjualan dan peningkatan 
kepuasan konsumen. 
Di sini sidang keliling juga telah dikatakan efektif 
karena dari program ini memberikan manfaat bagi 
pelaksana dan pengguna jasa. Manfaat bagi peng-
guna jasa sendiri berupa kecepatan proses berper-
kara dan lokasi lebih dekat, sedangkan manfaat 
bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian 
perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara 
di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah membe-
rikan suatu pelayanan publik yang profesional yang 
efektif, karena efektif di sini lebih mengutamakan 
pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasa-
ran. Bila jasa/layanan yang diterima sesuai dengan 
yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan yang 
dipersepsikan baik dan memuaskan begitu pula 
sebaliknya bila layanan yang diterima lebih rendah 
dari apa yang diharapkan, maka kualitas akan diper-
sepsikan buruk. 
d. Biaya 
Aspek selanjutnya ialah mengenai panjar biaya 
perkara, berdasarkan penjelasan para Hakim Pen-
gadilan Agama Arga Makmur sebagai informan 
bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling 
ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara 
di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran 
mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor 
pengadilan, adapun pelaksanaannya dilaksanakan 
di kantor Kecamatan Ipuh.Mengenai panjar biaya 
perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama 
berdasarkan radius para pihak. Rata-rata biaya per-
kara aktual adalah Rp. 340.000,- akan tetapi rata-
rata uang panjar yang diminta oleh Pengadilan 
Agama adalah Rp. 420.000,-. Pengadilan menentu-
kan besarnya uang panjar biaya perkara yang harus 
dibayar oleh pihak pemohon/penggugat dalam per-
kara perdata. 
Oleh sebab itu, mengenai biaya perkara dalam 
sidang keliling masih bersifat pasif untuk kategori 
efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan 
dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dije-
laskan sebelumnya bahwa pasif ialah tidak aktif, 
tidak giat dan diam. Dalam hal biaya perkara dalam 
sidang keliling pun tidak ditemukan perbedaan 
dengan biaya perkara dalam persidangan pada 
umumnya, sehingga belum ditemukan adanya mo-
tivasi baru dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikategorikan 
bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui 
sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga 
Makmur dapat dikatakan efektif  hanya dari segi 
biaya transportasi dan waktu tempuh perjalanan 
saja.. Jika dalam sidang keliling dibatasi dua kali 
sidang dengan jarak sampai satu bulan mengaki-
batkan kurang maksimalnya pertimbangan. Karena 
jangka menunggu Tergugat/Termohon cukup sing-
kat sehingga kesempatan untuk hadir di persidan-
gan juga terlalu pendek. Idealnya sidang minimal 
dilakukan tiga kali, agar pertimbangan hakim lebih 
matang. 
2. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pe-
laksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ar-
ga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam 
pandangan Hukum Islam 
Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan le-
bih mudah untuk menetapkan hukum bagi masalah-
masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan 
masalah tadi atau menggolongkannya kepadasalah 
satu kaidah fikih yang ada. Dengan menguasai kai-
dah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berba-
gai perbedaan pendapat yang berbeda untuk kea-
daan dan adat kebiasaan yang berlainan. Dengan 
penguasaan kaidah tersebut maka hasil ijtihadnya 
akan lebih mendekati kepada kebenaran. Metode 
fikih yang sering dipakai dalam menetapkan suatu 
hukum adalah sesuatu yang mengandung kemasla-
hatan bagi umat manusia. Kemaslahatan ini sebagai 
acuan utama penetapan hukum Islam khususnya 
yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi 
yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang me-
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muat 3 pembahasan yaitu perkawinan, kewarisan 
dan perwakafan.  
Teori maslahah mursalah adalah perolehan ke-
manfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi 
hamba (terutama manusia); dan hal itu adalah tu-
juan pembentukan syari’at.Maslahah mursalah yai-
tu maslahatyang keberadaanya tidak didukung sya-
ra’ dan tidak pula ditolak syara’ melalui dalil yang 
rinci. Kadang-kadang nash syari’ah ada yang me-
mandang hukum untuk mencari kemaslahatan. Hal 
ini terdapat pada bagian peristiwa dan kejadian. 
Maka hal ini akan menunjukkan bahwa kemaslaha-
tan-kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan 
dalam pandangan Allah. 
Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan 
suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan 
penegakan hukum. Namun, akses masyarakat ini 
kerap terhambat oleh dua faktor, yakni biaya perka-
ra yang tinggi dan jarak gedung pengadilan yang 
jauh dari masyarakat. Ada banyak sarana yang da-
pat dipersiapkan guna memuaskan rasa keadilan 
masyarakat. Menurut Ketua Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia, setidak-tidaknya ada 7 (tujuh) sa-
rana untuk memudahkan pencari keadilan dalam 
memperoleh akses terhadap keadilan. 
a. Susunan peradilan dengan yuridiksi yang berbe-
da-beda, karena keberagaman peradilan dengan 
berbagai yuridiksi sangat membuka akses ma-
syarakat mencari keadilan melalui pengadilan.  
b. Kedudukan pengadilan dan hakim yang merde-
ka dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan 
atau pihak lain, karena hal demikian dijamin oleh 
konstitusi dan berbagai undang-undang.  
c. Proses peradilan yang transparan dan persidan-
gan yang terbuka untuk umum. 
d. Penerapan merit system di peradilan untuk 
mencegah ketersesatan peradilan dan pening-
katan kualitas hukum dan putusannya.  
e. Peradilan Cuma-Cuma (prodeo) dan tersedianya 
bantuan hukum.  
f. Penyediaan fasilitas yang memudahkan pencari 
keadilan memperoleh informasi peradilan dan 
perkara.  
g. Percepatan penyelesaian perkara serta mengu-
rangi penumpukan perkara. 
Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan si-
dang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur 
adalah dapat mewujudkan maslahat pada kehidu-
pan masyarakat dan ketentuan hukumnya. Tidak 
ada satupun maslahat hukum yang muncul kecuali 
sudah ada di dalam al-Qur’an dan Hadis. Hukum 
Islam (syari’ah) selaras dengan fitrah, memperhati-
kan segenap sisi kehidupan manusia dan menawar-
kan tuntutan hidup yang berkeadilan. Hukum Islam 
(syari’ah) senantiasa memperhatikan realisasi mas-
lahat bagi segenap hamba-Nya. Jelaslah bahwa 
maslahat menjadi peran vital bagi Hukum Islam 
(syari’ah) sehingga senantiasa memiliki relevansi 
dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya 
menjadikan Hukum Islam (syari’ah) tetap up to da-
tebagi segenap persoalan kehidupan manusia den-
gan cahaya ajarannya yang mencerahkan. 
Sidang keliling atau sidang di luar gedung pen-
gadilan sangat membantu masyarakat terutama 
masyarakat miskin yang tinggal jauh dari lokasi ge-
dung pengadilan. Masyarakat mendapatkan kemu-
dahan untuk mendapatkan akses hukum. Dalam 
Islam membantu dan memudahkan umat manusia 
sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik ke-
pada sesama. Salah satu implementasi dari makna 
kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi 
kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang 
lain. Setiap orang mesti menghormati harkat dan 
martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban 
masing-masing pribadi ini akan mengarah pada ter-
jalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang 
damai dan terbuka. 
Dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan si-
dang keliling hukumnya mubah (boleh) karena 
memberi kemanfaatan dan dampak yang baik ke-
pada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan pe-
laksanaan sidang keliling untuk kedepannya akan 
terus dilaksanakan tentu saja dengan anggaran 
yang telah ditentukan oleh DIPA Mahkamah Agung 
RI. Hukum Indonesia mensyaratkan setiap perce-
raian diselesaikan oleh Pengadilan Agama bagi 
umat muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-
muslim agar perceraian tersebut sah. Karena itu, 
perkara perceraian wajib diajukan ke hadapan pen-
gadilan di Indonesia supaya perkawinan tersebut 
diakhiri secara sah. Jika hukum Indonesia mewajib-
kan seluruh perceraian diselesaikan di hadapan 
pengadilan Indonesia, maka seluruh warga Indone-
sia yang bercerai harus dapat membawa perkara 
mereka ke pengadilan terlepas seberapa kaya atau 
miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, 
atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadi-
lan. 
Temuan penting lainnya adalah bahwa cara pe-
nyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang 
keliling akan sangat berdampak pada stabilitas so-
sial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk 
sebagai kasus ringan seperti itsbat nikah, sidang 
keliling merupakan proses yang tepat dan efektif. 
Adapun mengenai perkara perceraian, sebenarnya 
sidang keliling kurang sesuai, karena tidak mungkin 
penyelesaian perkara perceraian dapat diselesaikan 
hanya dalam dua kali sidang. Walaupun demikian, 
masyarakat lebih puas dengan kinerja mekanisme 
sidang keliling daripada kinerja di kantor pengadi-
lan. Kinerjanya juga dilaporkan memberikan tingkat 
kepuasan kepada warga masyarakatnya yang lebih 
tinggi, yaitu sekitar 70% untuk penyelesaian perce-
raian melalui sidang keliling, dan 30% untuk penye-
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lesaian perceraian di kantor pengadilan. Pada da-
sarnya sidang keliling merupakan suatu program 
baik dalam memberikan kemudahan bagi masyara-
kat miskin, akan tetapi akan berdampak buruk jika 
diberikan untuk sesuatu yang pada dasarnya telah 
dilarang. Lain halnya dengan perkara itsbat nikah, 
sidang keliling akan berdampak baik untuk mem-
proses perkara itsbat nikah. Untuk itu, para pelak-
sana sidang keliling khususnya Pengadilan Agama 
untuk tetap menjaga konsep perceraian dengan 
tidak memudahkan dalam memberikan keputusan. 
 
Kesimpulan  
Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian per-
kara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur 
denganprosedur penyelesaian perkara perceraian 
melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko 
yaitu terdapat perbedaandari aspek tempatdisi-
dangkannya perkara yakni di kantor kecamatan di 
daerah tempat pemohon, dari aspek waktu penye-
lesaian perkara, dan dari aspek prosedur pelaksa-
naan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan 
perkara. Sedangkan dari segi biaya dan hukum aca-
ra yang digunakan tidak ditemukan perbedaan se-
perti halnya penyelesaian perkara perceraian mela-
lui persidangan pada umumnya di kantor pengadi-
lan. 
Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pe-
laksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga 
Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandan-
gan hukum positif dan hukum Islam yaitu efektivi-
tas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian 
melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Aga-
ma Arga Makmur dalam upayanya membantu ma-
syarakat miskin dikatakan efektif hanya dari segi 
waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk 
prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak 
ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian 
perkara perceraian melalui persidangan pada 
umumnya di kantor pengadilan. Adapun relevan-
sinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian per-
kara perceraian di Indonesia adalah bahwa sidang 
keliling dalam konteks perkara perceraian kurang 
sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dila-
rang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah ma-
ka akan semakin banyak masyarakat di Indonesia 
yang akan bercerai. Akan tetapi, jika dilihat dari sa-
lah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslaha-
tan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhi-
rat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak ber-
tentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sidang 
keliling telah memberikan kemudahan, kemanfaa-
tan, dan kebaikan kepada masyarakat pencari kea-
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